LEMBARAN DAERAH -
KABUPATEN MAGELANG \,
j

Nomor : 5 Tahun 2000 ; Serie : D Nomor 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASY DAN TATA KERJA
PEMERINTAH HELURAHAH DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
» BUPATI MAGELANG :

Menimbang : a bahwa dengan keluarnya Psraturan M naterl
Dalam Megeri Nomor 4 Tahun 1992 . Gng
. Pencabutan Seberapa Peraturan Menten - 3am
/ - Negeri, Keputusan Menteri Dalam N-ger,
-+« a Instruksi  Menteri Dalam Negeri me Jenai
" Pelaksanaan Undang-undang Nomwor 5 7ahun
. ..1979 tentang Pemerintahan Desa, naka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingtat II
Magelang Nomer 4 Tahun 1994 terang
Susunan Organisast Dan Tala kKeja Pe vionntan

Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat 11
Magelang sudah tidak sesuai lagi, sehingga

dicabut ;

h bahwa untuk melaksanakan kelentuan Pusal 8

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 1939 tentang Pedornan  Umom
Pengaturan Mengenai *  Pembentukan
Ketaratary,” ™ peri nwnetapkan kembali
U Subuman *+ Ofganfeasi ™ Can T‘a’ta Kerja
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. bahwa untuk inaksud diatas, perlu  ditetapkan
dengan Peratusan Daerah,

Menginpat 1, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 1is
: Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentanqg Pembentukan Daerah-daerak
Kabupaten dalam Ungkungan Propins Javi
Tengah (Berta Negara Tahun 1950) dan
Peraturan Pemnennlah Nomor 21 Tahun 192
tentang Pemindahan  [bukota Kabupzie
Daerah Tingkat Il Magelang dari Wiayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Magelang ‘=
Kecematan Mungkid di Vilayah Kabupates
Daerah Tingkat 11 Magelang (Lerribaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3€)

2. Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999
tentang Pemerintahan Deerh  (Llembarn
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomar
€0, Tambahan Lembaren Negara ==pubik
Indonesia Nomor 3839) ;

3. Undang Undang Nomor 25 Tahan 1293
tentang  Perimbangan Keuangan nmna
Pemenntah Pusat dan Daeigh (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambshan
Lembaran negara Nomor 384€) ;

4, Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1939 tentang Pencabutan bebe.r::’
Peraturan Manteri Dalam Negen, keputison
Menteli Dalam Negeri, Instruks: Maaten Dalam
Neger miengenal Paaksanaan Undang-Undang
Nomoi 5 Tahun 1979 teatang Peinennizhan
Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalom Negeri Nomar 63
Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksaraan dan

Peryesyaian Peristilahan Calam
X Pen}‘elmgqam'm Pﬂnennlahan De<a Dan
Kelurahan ;
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6. Keputusan Menterl Dalarn Negeri Nomor 64
Tahun 1999 tentang Pedoman  Urnum
Pengaturan Mergenai Cesa |

7. Keputusan Menterl Dalarn Megeri Momor 65
Tahun 1999 tentarng Padoman  Urnum
Pengaturan Mengenal Pernbentukan Kelurahan;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetzpkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGZLANG
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DaM TATA
KERJA PEMERINTAH KELURAHAM Di K2-WSATEN
MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Palam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemesintah Daerah adalah Kepala Derah beseita Perangkat Dasran
Otonom  yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten
Magedang,

b, Dewan Perwallan Rakyal Daerah, selanjutnya dssbul DPRD adalah
Badan Lejedatfl Dacrah,

c. Pemerintahan Daerah adalah  Penyelenggaraan Pemenntahan Dagrah
olonom olen  Pemerintah  Daerah  dan  DFRD  menurat azas
Desentialisasi;

d. Bupatl adalah Bupati Kabupaten Magelang,
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(1).

Kelurahan adalah wilayah kega Lurah sebagal Perangkat Daerah
Kabupaten dan atau Deerah Kota dibawah Kecarmnatan di Kabupaten
Magelang;

Kepala Kelurahan yana selanjutnya disebut Lurah adalah pemimpin
Kelurahar di wilayah Kabupaten Magelang;

Selretariet Kelurahan adalah  Sekretariat  Kelurahan  di - wilayah
Kabupaten Mzgelang;

Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan di wilayah vzbupaten
Magelang;

Kepala Urusan adalah Kepala Urusan pada Sekrelzriat Kelurahan o
wilayah Kabupaten Magelang;

Kepala Lingkungan adalah sebagai unsur pelaksana tugas Luran o
weilayah Kabupaten Magelang.

AR II
SUSUNAN ORGANLSAST PEMERINTAH KELURAHAN

Bagian Pertama
Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pasal 2

Susunan Qrganisasi Pemerintahan Kelurahan terdiri dan :

a, Lurah; .

b. Selsetariat Kelurahan terdin dan sedikit-dikitnya 3 (tga) Urusan
dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Urusan.

€. Lingkurgan yarg terdin danl sedikit-dikitnya 2 (clu) lingkungan;
d. Kelempolk Jabatan Fungsional.

. Bagan Orgarisasi Permennteh  Kelurahan sebagaimana tercantum

dalam lampiian  yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Peraturan Daerah ini.
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Sekretariat Kelurahan
Pasal 3

(1) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1)
huruf b terdirt darl Urusan-urusan yang masing-masing digimpin oleh

seorang Kepala Urusan ;

(2).  Jumilah Urusan sebagalimana dimaksud ayat (1) terdir dari sedikit-
dikitnya 3 (tiga) Urusan, yaitu Urusan Pemerintahan, Urusan
Pembangunan dan Urusan Umum seita sebanyak-tenyaknya 5 (Ima)
Urusan, vaitu Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan
Kesejahteraan Rakyat , Urusan Keuangan dan Urusan Umum.

Pasal 4

(1). Lingkungan adalah unsur pelaksana Pernerintzh Kelurahan cengan
wilayah kerja yang telah ditentukan.

(2). Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.

(3). Penetapan Lingkungan dan wilayah kerjanya akan diatur kemudian
dengan Keputusan Bupatl.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1). Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah.

(2). Lurah merupakan aparal Pernerintah Daerah dan bertanggung jawad
kepada Camat,

Pasal O
Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaiaan pamerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenagaraan Urusan
Pemerintahan Umum dan Urasan Pernerintahan Daerah di wilayahnya,
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Pasal 7

Untuk menyelenggaralan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ind,
Kelurahan mempuryai fungsi :

a. Melzksanalan loordinasi terhadap jalannye  Pernerintah  Kefurahan,
pelaksanaan pembancunan dan pembinaan kemasyarakatan,

b. Melakukan usaha di bidang pemerintabanan, pembangunan  dan
kermasvarakatan yang menjadi tanggung jawabrya,

¢. Melaksanakan usaba dalam rangka peningkatan partsipas dan
ewadava Qotonq royong masyarakat;

d.  Melaksanakan kegiatan dalam rangka pernbinaan ketenteraman dam
keteriban wilayah,

¢ Melalsanakan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepade Pereriniaf
Kelyshan.

Sekretariat Kelurahan
Pasal 8

(1). Sekratarat Kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah Luiah.
(2). Sekoariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kaumhan.

Pasal 9

Selgetans Kelurahen mempunyai  tugas membantu Luah & boang
pembinaan administiasi dan memberikan pelayanan teknis adminstrat
hepada seluruh perangkat Pererintah Kelurahan.

Pasal 10

Untuk menyelenineakan (Ugas tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah
Selgetanat Kelurahan mempunyal fungsi |

a. Melakukan toodingsi terhadap begiatan yang ditaksanakan  Oled
perangkat Kelurahan; |

Dipindai dengan CamScanner



b. Melakukan pengumpulan, evalussl dan analisa data werta perumusan
program serta petunjuk untuk keperluan perbinaan penyelanggaraan
tugas umum pernerintah Kelurahan, pembanquran dar pernbinaan
Keamasyarakatan,

¢. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan  penysienggaraan tugas
umum pemerintaban, pembangunan dan pembinaan bemasyarakatan ;

d. Memberikan pelavanan kepadt masyarabat & bidang pemerintahan,
pembangunan dan kermasyarakatan ;

e. Melakukan urusan  sural  menyurat, kearsipan, rumah  Langoa,
perlengkepan dan penyusunan laporan gerta memberikan pelivanan
teknis  dan  administratifl  kepada  seluruh  perangkat  pemenntan
kelw ahan.

Pasal 11

Urusan Pemerintahan mempunyal tugas :

a. Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan mengamai-a cafta
dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;

b. Mencumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayan  dan
masyarakat;

c. Melaksanzkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerntahan,
ketentraman dan ketertiban,

d. Melaksanakan tugas-tugas dibidang pemungutan Pajok Bumi dan
Banguran (PBB),

e. Membartu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagranian sesua: dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Melaksanakan pembinaan, ketertiaman dan keteriban masyarakat,
0. Membantu penyelengoaraan acdminigtrasi pertahanan spi;

h. Membarty pedksanaan pengawasan tethadap peagitiman bantwan
bepada masymiakal seda melakukan kegatan pengawasan  akibat
bencana alam dan bencana lainnya,
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Membantu dan mengusahakan keglatan yamg berkaitan denqgan
pernbinaan keamanan warga,

j.  Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintzhan,
ketentiaman can ketertiban.

Pasal 12

Urusan Pembangunan mempunyai tugas : .

a. Mengumpulkan, mengolah dan  mengevaluasi  data  dhcang
perekonomian, pembanqgunan dan kesejahteraan rakyat,

b. Melaksanakan kegiatan pembangunan terhadap operwperasan
pencisaha ckonomi lemah dan kegiatan perekonornian lainrya calam
rang«<a meningkatkan kehidupan perekonomian masyarziat,

c. Memyerikan pelayanan kepada masyarakat dibideng perskcrom an
pemdangunan dan kesejahteraan rakyat ;

d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkztkan swadaya dans
~artic pasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomizn.

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

a.

b
C.
d

e

menerima, menyimpan dan mengeluarkan vang Kelurahan; .

Mengurus dan menbayar gajl pegawal;
Mengurus pembukuan keuangan Kekiahan;

Mengurus pedanggundjawaban atas penggunaan kevangan yaig telad
dikelua rkar,

Mengumpulkan bahan dan menyuson laporan di bidang kevangan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.,
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Pasal 14

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan
rakyat,

b. Melaksanakan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan,
kelvarga berencana dan pendidikan masya akaf;

e,  Membantu mengumpulkan don menyalurkan danz/bantuan ‘terhadap
kurban bencana alam dan bencana lainnya;

Membantu pelaksanaan pembinaan organisasi yang ada di Kelurzhan,
Mengumpulkan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraas 2yl
Manbina kegiatan pengumoulan zakat, infaq dan shadaaoh.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Luran.

@ e e

Pasal 15

Urusan Umum mempunyai tugas :

Melaksanalkan administrasi kepegawaian;

Melzksanakan administrasi keuangan,

Melaksanakan urusan perlengkapan den inventans Kelurahan;
Melaksanakan urusan rumah tangga;

Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
Melaksanakan tata usaha kelurahan;

Mengumpultan bahan dan menyusun laperan penenintah Keiuatan.,
Mela:sanakan tugas lain yang diberikan oleh Lureh.

STempanpow

Pasal 16

Linghungan  mempuryal tugas membantu  melodsanakan  twas-tugas

opetasional Lurah dalam wilayah kerjanya sesual dengan ketenluan vang
berkakL.
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Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16, lingkungan

rmernpunyal fings :

a. Membantu pelaksanaan tugas Lurah dalam wilayah kecjanya;

bh. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan
gotong royong rasyarakat,

¢. Melaksanakan kegiatan penerangan tenlarng program pemenntah.)
kepada masyarakat,

d. Membantu Lurah dalam pernbinaan dan mengkcordinasikan kegiztan
RT/RW. Di wilayah kerjanya.

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

BAB IIL
TATA KERJA
Pasal 18

Dalarn melzksanakan tugasaya, Lurah, Sekrataris Kelurahan, Kepala Urusan
dan kepalz Lingkungan melaksanakan kordinasi atas segale kegiatas

pemerintahan diKelurahan.

Pasal 19
Setiap pirnpinan Satuan organisasi dalam lingkungan Pemenntah I(eiurahano
berkewajiban melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat).

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Keluzhan
bertanggung jawab memimpin dan mengkocrdinasikan bawahannya serta
memberikan  bimbingan dan petunjuk bagl pelaksanaan tigas masing-
rnasing.
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Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan
bertanggung jawab pada atasan langsungnya secara hirarkis berjenjang
serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya .

l'.@ BAD IV

KETENTUAN LATN-LAXN

Pasal 22
Hal-hal yang balum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diztur lebin
lanjut oleh Bupeti sesuai dencan Peraturan perundang-undangzn varg
beriaku.

Pasal 23
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Caerzh Kabupaten
Daerzh Tingkat [1 Magelang Momor 4 Tahun 1994 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Di Kabupaten Dasrzh

Tingkat II Magelang dan segala bentuk aturan pelaksanaannya dinyatakan
tidak beriaku.

L BAB
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulali berlaku secara efektf selambat-kumbatnya
{satu) tahun setelah diundangkan,
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FUSAT JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFGRMAS) HUKIH ' :
KABUPATEN DATI IIrM -
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sstiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengund
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarmn Lembaran
Kabupaten Magelang. _
Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanqggal 22 Maret 2000
BUPATI MAGELANG
Tid.
DRS. H. HASYIM AFANDIL.
Ciuncangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 5 Tahun 2000 ; Tanggal 22 Maret 2000
Seri D ; Nemor S
Sekretaris Daerah .
Ttd.
12225, H, SCLECHAN AS,
Pembina Utama Muda
NIP, S00 034 460
.00
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LAMFIRAN ¢ PEAATURAN DAERAN '
K TUPATEN HOMOE 4 TASUMN 2000
TENT ANG SUSUHAN ORGANLAGTDAM
TATA FEFIX FEMERON TAH K5 DRAMAN

STRUKTUR ORGANISAS] PEMERINTAH KFLUTRAFLAN
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PENIELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISAST DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN

I. UMUM.
1. Dasar Pemikiran.

Bahwa dalam kenyataan kehidupan masyarakat di Kabupaten dapat
dibedakan dalarmn ciri-ciri  kehidupan alktivitas yang tingg dan
mayarakat, yang secara lazim kehicdupan yang lebih mzju diidentikan
dengan kehidupan perkotaan, hal ini dapat dilihat pada pekerjaan,
sarana dan prasarana yang lebih komplit bila dibandingian dergan
kehidupan masyaralet pedesaan yang berciri antars lain sarena dan
prasarana yang kurang memadahi termasuk lapangan pekerjzan yang
relatif kurang cepat menghasilkan ( misal di bidang pertanian ).

Oleh karena itu dalarn kehidupan perkctaan diperlukan pelayznan
yang cepat dari Aparat Pemerintah Kelurahan dengan pena@an
Organisasinya, sehingga diperlukan berbagal sarana dan prasarana
yang memadahi yang meliputi Sumber Daya Manusia, penggatian,
perlengkapan kerja dan lain-lain.

2. Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan, Q

Sebagal keqiztan dari Perangkat Daerah, organisasi Permerniahan
Keluranan yang terdiri darl Kepala kelurahan, Sekietaris Kewahan
dan & (lima urusan) , Lingkungan serta Kelompok Jabatan fungsional
adalah sebuah Tim Kerja yang akan melayani masyarahat perkotaan,
sehingga diperlukan kejelasan akan kedudukan, fungs: , tuges dan
tata kerja dari masing-masing unsur Perangkat Pernenntahan
Kelurahan  vang lebih mencerminkan profesional cari seorang
birokrat di Tingkat Kelurahan sebagaimana tercantum dalam pasal-
pasal Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ¢ Cubkup Jelas
Pasal 2 Ayat (1) huwruf a @ Cukup Jelas
Wil b ¢ Cukup Jelas
huruf ¢ @ Cukup Jelas

hurufd @ Yany dimaksud  dengan  kelompok
jabatan Fungsional adaiah  kelomopok
jabatan fungeional yang mempunya
tugas melakeanakan  sebagan tugas
Kepala  Kelurahan  cesual dengan
keahlian dan kebutuhan,

Ayat (2) | : Cukup jelas

Ayat {3) 1 Cukup jelas

Paszl 3 . Cukup Jelas
Pasald =~ _ el Cukup Jelas
Pasel 5. - : Cukup Jelas
pzsal 6 . Cukup Jelas
pasal 7 Cukup Jelas
Paszl 8 + Cukup Jelas
Pasal 9 = Cukup lelas
Pasal 10 : Cukup lelas
Pesal 11 ¢ Cukup Jelas
Pal 12 : Cukup Jelas
a3 : Cukup Jelas
e Cukup Jelas

X ., :
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Pasal 15 : o Cubup Jelas
Pasal 16 ¢ Cubup Jelas
Pasal 17 ¢« Cubup Jelas
Pasal 18 < Cukup las ]
Pasal 19 + Cukup Jelas
pasal 20 : Cukup Jelas .
Pasal 21 + Cukup Jelas .
Pasal 22 ¢ Cukup Jelas
. PEHIELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peruturan Caergh ini telah dibahas calam PANSUS D=RD
Kabupaen Mageleng pada tangoal 22 Pebruan sarmpai dengan 25
Pebruan z000 dan telan mendapatkan parsetujuan DPRD dengzn Sust
Keputusan DPRD Kabupatzn Magelang Nomor 52 Tahun 2000 tzazaa
7 Marct 2000 tentang Persetujuan Penetzpan Peratuizn Daerah
tentang Susunar Organisasi can Tata Kerja Pemerintah Kelurshan.

o

— e —
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